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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum  Obyek Penelitian 

  Kantor Wilayah (Kanwil) III Malang adalah instansi pemerintahan yang 

dibawahi oleh Kementrian Keuangan yang bertugas untuk mengumpulkan 

penerimaan negara dari sisi pajak. Kanwil III Malang adalah  hasil pemekaran 

wilayah kerja yang dilakukan pada tahun 2008. Membawahi 11 KPP yang ada di 

wilayah Jawa Timur bagian III dengan data sebagai berikut:  

Tabel 4.1 

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Jatim III 

23. 

 

 

 

 

KANTOR 

WILAYAH 

DJP JAWA 

TIMUR III 

Malang Sebagian Provinsi 

Jawa Timur 

1. KPP Madya Malang  

2. KPP Pratama Kediri  

3. KPP Pratama Malang 

Selatan  

4. KPP Pratama Malang 

Utara 

5. KPP Pratama Pasuruan  

6. KPP 

Pratama Probolinggo  

7. KPP Pratama Jember  

8. KPP 

Pratama Banyuwangi  

9. KPP Pratama Batu  

10. KPP 

Pratama Tulungagung  

11. KPP Pratama Blitar  

12. KPP Pratama Kepanjen  

13. KPP Pratama Pare  

14. KPP Pratama Situbondo  

15. KPP Pratama Singosari 

16. KP2KP Bangil 

17. KP2KP Kraksaan 

 

Sumber : Website Ortax 
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Tabel 4.1 (lanjutan) 

Wilayah Kerja Kantor Wilayah Jatim III 

23. KANTOR 

WILAYAH 

DJP JAWA 

TIMUR III 

Malang Sebagian Provinsi 

Jawa Timur 

18. KP2KP Lumajang 

19. KP2KP Trenggalek 

20. KP2KP Wlingi  

21. KP2KP Nganjuk 

22. KP2KP Bondowoso 

Sumber: Website Ortax  

 

4.1.1 Sejarah Singkat  KPP “X” 

KPP “X” terletak di Malang. KPP “X” dibentuk berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 

Desember 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak. Didalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-

19/PJ/2007 tanggal 13 April 2007 tentang Persiapan Sistem Administrasi 

Perpajakan Modern Pada Kantor Wilayah DJP dan Pembentukan Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Di Seluruh Indonesia Tahun 2007-2008 sebagai aturan 

pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tersebut di atas 

disebutkan bahwa KPP “X” merupakan sebuah KPP pecahan dari Kantor 

Pelayanan Pajak Malang. 

 

4.1.2 Visi dan Misi KPP “X” 

 Visi dan misi  yang digunakan oleh KPP “X” merujuk pada visi dan misi 

yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Untuk menyatukan pandangan 

seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita–cita dan arah kemana 
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organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama akan menuju, maka dibentuklah visi 

yang menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak yaitu : 

“ Menjadi Institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di 

wilayah Asia Tenggara” 

 Visi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu gambaran menantang tentang 

keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh–sungguh diinginkan 

untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh 

segenap jajaran Ditjen Pajak. Dalam pernyataan Visi Direktorat Jenderal Pajak 

terkandung dua hal yang dituju, yaitu: 

 1. Identitas dirinya adalah institusi pemerintah penghimpun pajak negara. 

 2. Sesuatu yang ingin dicapai di masa depan adalah menjadi yang terbaik 

di wilayah Asia Tenggara. 

 Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan dengan efektif dan 

efisien diharapkan seluruh komponen KPP “X” mengenal peran dan program 

instansinya serta hasil yang akan dicapai di masa mendatang. Sebagai tindak 

lanjut untuk merealisasikan visi, maka misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang 

juga sudah menjadi komitmen bagi seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak 

adalah sebagai berikut: 

“Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan 

Undang-undang perpajakan secara adil dalam rangka membiayai 

penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat”  

 

 



51 
 

 
 

 Dalam misi tersebut terkandung tiga hal yaitu : 

1. Produknya adalah penyelenggaraan fungsi administrasi perpajakan dan 

pembiayaan penyelenggaraan negara. 

2. Pasarnya adalah rakyat 

3. Metodenya adalah penerapan Undang-undang perpajakan secara adil.  

 

4.1.3 Tugas dan Fungsi KPP “X” 

Berdasarkan  Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.01/2009 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

167/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat 

Jenderal Pajak, KPP “X” melaksanakan sebagian tugas pokok Kementerian 

Keuangan yaitu melaksanakan kegiatan operasional pelayanan perpajakan di 

bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah serta Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam daerah wewenangnya 

berdasarkan kebijaksanaan tekhnis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 62/PMK.01/2009 tanggal 1 

April 2009, KPP “X” menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:  

1. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi 

perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan 

subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan; 

2.  Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan; 

3. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan 

pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya; 
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4. Penyuluhan perpajakan; 

5. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak; 

6. Pelaksanaan ekstensifikasi; 

7. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak; 

8. Pelaksanaan pemeriksaan pajak; 

9. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak; 

10. Pelaksanaan konsultasi perpajakan; 

11. Pelaksanaan intensifikasi; 

12. Pembetulan ketetapan pajak; 

13. Pengurangan Pajak Bumi dan bangunan serta Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan; 

14. Pelaksaan administrasi kantor. 

 

4.1.4  Peran Strategis KPP “X” 

 KPP “X” merupakan Instansi Pemerintah di Lingkungan Direktorat 

Jenderal Pajak yang mengemban tugas untuk mengamankan Penerimaan Negara 

dari sektor perpajakan setiap tahunnya dengan wilayah kerja meliputi 2 (dua) 

kecamatan, yaitu Blimbing dan Lowokwaru. Dalam menjalankan tugas tersebut, 

KPP “X” tetap memperhatikan asas keadilan dan kepastian hukum. 

Hal ini dapat dilihat dari usaha-usaha yang telah dilakukan dan proses 

perbaikan kinerja yang terus menerus berlangsung, antara lain: 

1. Meningkatkan profesionalisme dalam memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, 
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2. Meningkatkan kemampuan  sumber daya manusia dengan  mengikutkan 

pegawai dalam program pendidikan kedinasan maupun non kedinasan, 

dan 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang dapat menunjang tercapainya 

pelayanan yang maksimal.  

Sebagaimana telah diuraikan  di atas bahwa Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP) “X” merupakan instansi pemerintah yang mengemban tugas menghimpun 

dan mengadministrasikan penerimaan Pajak. Pajak merupakan sumber dana 

pembangunan yang sangat dominan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 

negara. Dari tahun ke tahun Pajak di dalam APBN mengalami kenaikan yang 

sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa Pajak sangat dominan dalam 

penerimaan negara. Kesimpulannya adalah bahwa negara kita sangat tergantung 

dari penerimaan Pajak, setelah penerimaan era minyak dan gas mengalami 

penurunan pendapatan. Peran KPP “X” dalam hal penerimaan dalam lingkup 

Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III pada Tahun 2013 mencapai 286%.  

 

4.1.5 Wilayah Kerja KPP “X” 

KPP “X” memiliki wilayah kerja  meliputi 2 (dua) Kecamatan yaitu:  

1. Kecamatan Blimbing 

Tabel 4.2 

Informasi Kecamatan Belimbing 

No Uraian Keterangan 

1. Luas Wilayah 17,77    KM  

2. Jumlah Penduduk 171.935  Jiwa 

3. Jumlah KK 48.669 

  Sumber: Bagian Kesekretariatan KPP “X” 
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Kecamatan Blimbing meliputi sebelas kelurahan yaitu : 

1. Kelurahan Jodipan                 

2. Kelurahan Polehan                 

3. Kelurahan Kesatrian              

4. Kelurahan Bunul Rejo            

5. Kelurahan Purwantoro           

6. Kelurahan Pandanwangi 

7. Kelurahan Blimbing 

8.  Kelurahan Purwodadi 

9. Kelurahan Arjosari 

10. Kelurahan Polowijen 

11. Kelurahan Balearjosari 

2. Kecamatan Lowokwaru 

Tabel 4.3 

Informasi Kecamatan Lowokwaru 

No Uraian Keterangan 

1. Luas Wilayah 22,60    KM  

2. Jumlah Penduduk 182.794  Jiwa 

3. Jumlah KK 43.289 

  Sumber: Bagian Kesekretariatan KPP “X” 

 Kecamatan Lowokwaru meliputi 12 kelurahan yaitu : 

1. Kelurahan Merjosari               

2. Kelurahan Dinoyo                  

3. Kelurahan Sumbersari           

4. Kelurahan  Ketawanggede    

5. Kelurahan Jatimulyo             
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6. Kelurahan Tulusrejo  

7. Kelurahan Mojolangu  

8. Kelurahan Tlogomas    

9. Kelurahan Tunggulwulung 

10.  Kelurahan Tunjungsekar 

11.  Kelurahan Lowokwaru 

12.  Kelurahan Tasikmadu 

4.1.6  Struktur Organisasi KPP “X” 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

167/PMK.01/2012 Tanggal 06 Nopember 2012 tentang perubahan kedua atas 

peraturan menteri keuangan nomor 62/PMK.01/2009 tentang organisasi dan tata 

kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Struktur Organisasi Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama, maka struktur organisasi KPP “X”  terdiri dari:  

1. Kepala Kantor 

2. Kepala Sub Bagian Umum 

3. Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi 

4. Kepala Seksi Pelayanan 

5. Kepala Seksi Penagihan 

6. Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal  

7. Kepala Seksi Ekstensifikasi Perpajakan 

8. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi I 

9. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi II 

10. Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi III 



56 
 

 
 

11. Kelompok  Jabatan Fungsional 

Gambar 4.1 

Struktur Organisasi KPP “X” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: Website Pajak.go.id 

 

Tugas pokok dan fungsi masing-masing subbagian/ seksi adalah sebagai 

berikut: 

1. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, 

keuangan, tata usaha dan rumah tangga. 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), mempunyai tugas melakukan 

pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, penyajian informasi 

perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha 

penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis 

komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-

SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja. 

3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan 

produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas 
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perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta 

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi 

Wajib Pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan. 

4. Seksi Penagihan, mempunya itugas melakukan urusan penatausahaan 

piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, 

usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen 

penagihan. 

5. Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal (Riki), mempunyai tugas 

melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan 

aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas melakukan pengamatan 

potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan 

pemutakhiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi. 

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), mempunyai tugas melakukan 

pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/ 

himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, 

penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan 

rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, 

usulan pembetulan ketetapan pajak, usulan pengurangan Pajak Bumi dan 

Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan dan 

melakukan evaluasi hasil banding. 
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8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak dan 

Fungsional Penilai PBB. Fungsional Pemeriksa Pajak mempunyai tugas 

melaksanakan fungsi pemeriksaan kepada Wajib Pajak, yang meliputi 

Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan untuk seluruh jenis pajak. 

Sedangkan Fungsional Penilai PBB mempunyai tugas untuk menilai dan 

menetapkan suatu objek Pajak Bumi dan Bangunan yang berada dalam 

wilayah kerjanya. 

 

4.1.7 Pegawai KPP “X” 

Jumlah Pegawai KPP “X”  hingga tahun 2013  secara keseluruhan 

mencapai 79 orang. KPP “X” dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang dibantu 

oleh Kepala Seksi yang berjumlah 9 orang seksi itu antara lain, Subbag Umum, 

PDI, Pelayanan, Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, Penagihan, Ekstensifikasi 

Ekternal, Pengawasan dan Konsultasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk 

pelayanan terhadap WP, KPP menyediakan 25 Orang Account Representative 

yang akan menghandle langsung WP. Petugas fungsional pemeriksaan pajak 

hanya berjumlah 9 orang, sedangkan untuk penilai PBB hanya 2 orang. Juru sita 

pajak di kantor hanya dilaksanakan oleh 2 orang dengan pelaksana 28 orang. 

Jabatan yang lain yaitu Bendahara dan Sekretaris kantor yang berjumlah masing-

masing 1 0rang. Data dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 4.4 

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan 

Jenis Jabatan Jumlah 

Kepala Kantor   1 orang 

Kepala Seksi / Kepala Subbagian   9 orang 

Account Representative 25 orang 

Fungsional Pemeriksa Pajak 9 orang 

Fungsional Penilai PBB   2 orang 

Juru Sita Pajak   2 orang 

Pelaksana 28 orang 

Operator Console 1 orang 

Bendahara 1 orang 

Sekretaris 1 orang 

Total 81 orang 

Sumber: Bagian Kesekretariatan KPP “X” 

 

Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pegawai, lulusan S2 berjumlah 10 

orang, pegawai lulusan S1 berjumlah 27 orang. Untuk lulusan DIII STAN yang 

bekerja berjumlah 14 orang dan 1 orang yang berpendidikan Diploma 1. Pegawai 

yang memiliki pendidikan terakhir SMA ada 8 orang dan pendidikan terakhir 

SMP ada 1 orang. Data lengkap ada di table berikut: 

Tabel 4.5 

Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah 

Strata 2   10 orang 

Strata 1 / Diploma IV 27 orang 

Diploma III 14 orang 

Diploma I 19 orang 

SMA   8 orang 

SMP   1 orang 

Total 79 orang 

      Sumber: Bagian Kesekretariatan KPP “X” 
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Komposisi pegawai di KPP “X” juga dapat dibagi berdasarkan pangkat/ 

golongan pegawai. Pegawai yang memiliki pangkat paling tinggi berjumlah 2 

orang yaitu sebagai Pembina. Penata Tk.I / IIId berjumlah 9 orang, kemudian 

pegawai berpangkat Penata / IIIc berjumlah 10 orang, Penata Muda Tk.I / IIIb 

berjumlah 16 orang, Penata Muda / IIIa berjumlah 10 orang, Pengatur Tk.I / Iid 

berjumlah 12, Pengatur / Iic 14, dan untuk pangkat yang paling rendah yaitu 

Pengatur Muda Tk.I / Iib berjumlah 6 orang. Berikut adalah komposisi dalam 

tabel: 

Tabel 4.6 

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat / Golongan 

Pangkat / Golongan Jumlah 

Pembina / Iva 2 orang 

Penata Tk.I / IIId 9 orang 

Penata / IIIc 10 orang 

Penata Muda Tk.I / IIIb 16 orang 

Penata Muda / IIIa 10 orang 

Pengatur Tk.I / Iid 12 orang 

Pengatur / Iic 14 orang 

Pengatur Muda Tk.I / Iib 6 orang 

Total 79 orang 

       Sumber: Bagian Kesekretariatan KPP “X” 

 

Tabel 4.7 

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah 

Laki-Laki 49 orang 

Perempuan 30 orang 

Total 79 orang 

       Sumber: Bagian Kesekretariatan KPP “X” 
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 Berdasarkan table diatas, KPP “X” memiliki lebih banyak pegawai laki-

laki dibandingkan dengan pegawai perempuan. Pegawai laki-laki berjumlah 49 

orang dan pegawai perempuan berjumlah 30 orang. Perbandingan tersebut dapat 

dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 4.2 

Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin 

 
 Sumber: Keskretariatan KPP “X” (diolah) 

 

4.1.8 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak KPP “X” 

 Perkembangan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP “X” meningkat 

setiap tahunnya berdasarkan informasi bagian Pusat Data dan Informasi (PDI) 

yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

Laki-laki

Perempuan
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Tabel 4.8 

Jumlah WP OP & WP Badan 

KPP “X” 

Tahun 

Pajak 

Jumlah WP Terdaftar 

Total WP 

Prosentase 

Kenaikan 

WP 
OP 

Badan 

2009 44,143 4,312 48,455  

2010 52,167 4,712 56,879 0.85 % 

2011 58,236 5,198 63,434 0.90% 

2012 63,550 5,657 69,207 0.92% 

2013 67,598 6,023 73,621 0.94% 

         Sumber: PDI KPP “X” (diolah) 

Dapat dilihat dari tabel diatas, pertambahan jumlah Wajib Pajak yang 

terdaftar di KPP “X” dari tahun 2009 ke tahun 2010 jumlah wajib pajak 

mengalami peningkatan WP OP sebesar 0.85% dan WP Badan 0.91% denga total 

WP 48,455, dari tahun 2010 ke tahun 2011 mengalami peningkatan WP OP 

sebesar 0.90% dan WP Badan sebesar 0.91% dengan total WP 56,879, kemudian 

meningkat lagi dari tahun 2011 ke tahun 2012 WP OP sebesar 0.92% dan WP 

badan sebesar 0.92% dengan total WP 63,434 dan untuk tahun 2012 ke tahun 

2013 jumlah Wajib Pajak mengalami peningkatan WP OP sebesar 0.94% dan WP 

Badan sebesar 0.94% dengan total WP 69,207. Untuk tahun 2013 total WP yang 

terdaftar sebesar 73,621 orang 
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Sumber: Sumber: PDI KPP “X” (diolah) 

  

 

Gambar 4.4 

Perkembangan Jumlah WP OP 

KPP “X” 

 
 

Sumber: Sumber: PDI KPP “X” (diolah) 
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Gambar 4.3

Perkembangan Jumlah WP OP
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Gambar 4.5

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

KPP “X”

Target Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak

Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak yang terus meningkat setiap tahunnya 

dapat diartikan bahwa kepedulian masyarakat atas kesadaran membayar pajak 

terus meningkat. Masyarakat sadar akan arti pentingnya membayar pajak yang 

nantinya akan digunakan sebagai biaya pembangunan negara. Kesadaran 

masyarakat ini menunjukkan bahwa pajak semakin mendekat dan dapat diterima 

dengan sadar. 

 

4.1.9 Pertumbuhan Penerimaan Pajak  

 Penerimaan pajak yang telah diterima oleh KPP “X” setiap tahunnya 

meningkat seiring dengan meningkatnya target penerimaan KPP yang harus 

dipenuhi. Dalam penerimaan pajaknya, terkadang KPP dapat memenuhi target dan 

bahkan melampaui penerimaan dari targetnya, terkadang pula ada masanya KPP 

belum dapat memenuhi penerimaan pajak yang telah ditargetkan, tetapi selisihnya 

tidak terlalu besar. Dari informasi yang didapat dari bagian Pusat Data dan 

Informasi (PDI), pertumbuhan penerimaan pajak KPP “X” adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

   

 

 

     Sumber: PDI KPP “X” (diolah)         
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Tabel 4.9 

Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 

KPP “X” 

Tahun 

Pajak 
Target Realisasi  Keterangan 

2009 181,918,379,017 162,307,861,675 89% 

2010 233,047,259,773 235,128,105,652 101% 

2011 272,475,426,272 242,462,206,895 89% 

2012 258,483,987,273 282,734,136,878 109% 

2013 337,628,091,000 293,005,805,902 87% 

           Sumber: PDI KPP “X” 

 

4.1.10 Kontribusi Pemeriksaan Pajak Dalam Penerimaan Pajak 

Hasil wawancara dengan Narasumber B (Rabu, 31 Desember 2014, 

14.00 wib), bagian  pemeriksaan melalui kegiatan pemeriksaan dapat 

berkontribusi sebesar 1-2% atas penerimaan pajak dari target penerimaan pajak 

yang menjadi beban KPP setiap tahunnya. Hal ini bukan karena persoalan kinerja 

yang dilakukan oleh fungsional pemeriksaan, tetapi karena pembagian kerja 

dengan bagian lain yaitu bagian penagihan. Tidak semua SKP dan/atau STP yang 

dikeluarkan akan segera cair menjadi dana penerimaan pajak, keterbatasan jangka 

waktu setelah dilakukannya pemeriksaan dan penerbitan SKP dan/ atau STP yang 

telah daluwarsa atau jatuh tempo akan segera dialihkan ke bagian penagihan yang 

akan menagih kepada Wajib Pajak, sehingga penerimaan pajak tersebut akan 

menjadi tanggungjawab dan hasil penerimaan dari bagian penagihan, bukan lagi 

hasil penerimaan bagian pemeriksaan. 

 Tujuan utama dilakukannya pemeriksaan bukan untuk penerimaan pajak, 

tetapi untuk penegakkan hukum atas kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak. Pemeriksaan yang dilakukan kepada Wajib Pajak yang memiliki 
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indikasi ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan ini 

diharapkan memberikan efek terhadap Wajib Pajak yang lain untuk melakukan 

kewajiban perpajakannya dengan benar dan tepat sehingga tidak perlu di periksa 

oleh KPP.  

 Penerimaan pajak hasil pemeriksaan banyak didapat dari pemeriksaan 

khusus. pemeriksaan khusus dilakukan untuk tujuan lain pemeriksaan, yaitu untuk 

penegakan hukum (law enforcement). Pemeriksaan untuk penegakkan hukum ini 

berdeba dengan pemeriksaan untuk pelayanan. Pemeriksaan pelayanan dilakukan 

atas permintaan sendiri oleh Wajib Pajak untuk retitusi (refund) pajak lebih bayar, 

penghapusan NPWP, dan sebagainya. Pemeriksaan khusus dilakukan karena 

adanya temuan atau laporan atas indikasi pidana oleh Wajib Pajak. 

 Wajib Pajak yang diperiksa melalui pemeriksaan khusus oleh KPP “X” 

adalah sebagai beikut: 

Tabel 4.10 

 Total SP2 , Target Pemeriksaan Khusus & Realisasi Pemeriksaan Khusus 

Tahun Pajak Target WP yang 

diperiksa 

Target WP dengan 

Pemeriksaan Khusus 

Realisasi WP 

dengan Pemeriksaan 

Khusus 

2009 357 12 12 

2010 774 7 7 

2011 468 7 7 

2012 241 19 19 

2013 170 83 83 

Sumber: Bagian Fungsional Pemeriksaan KPP “X” 

 

 Penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan yang diterima KPP “X” dari 

pemeriksaan khusus yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
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Table 4.11 

Penerimaan Pajak Hasil Pemeriksaan Khusus 

Tahun Pajak Penerimaan Pajak  

2009 230.271.744 

2010 331.750.778 

2011 746.763.135 

2012 1.153.615.651 

2013 976.085.572 

Sumber: Bagian Fungsional Pemeriksaan KPP “X” 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian 

4.2.1 Metode Audit dan Prosedur Pemeriksaan Pajak KPP “X”  

 

 Metode audit yang digunakan oleh KPP “X” dapat diketahui dengan 

dilakukannya wawancara dengan petugas kantor pajak, yaitu Narasumber A, 

Narasumber B, yang dilakukan pada hari Selasa dan Rabu, 30-31 Desember 2014, 

14.00 wib.    

 Peneliti bertanya dan mengklarifikasi apakah metode audit dalam 

pemeriksaan menggunakan SE No. 28 Tahun 2013 sebagai pedoman, dan menurut 

Narasumber A, metode audit dan prosedur pemeriksaan yang digunakan pada 

KPP “X” adalah,  

“Metode audit dan prosedur pemeriksaan yang dipakai oleh kantor 

mengacu pada PMK no.17 Tahun 2013, baca juga pada SE No. 28 Tahun 

2013 tentang kebijakan pemeriksaan. Semua kegiatan di bagian 

pemeriksaan sudah dilakukan sesuai dengan pedoman pada itu, mulai 

dari metode audit untuk pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa, 

prosedur pemeriksaan pajak mulai dari penerbitan SP2 hingga penerbitan 

SKP” 
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 Menurut Narasumber B, pada wawancara hari Rabu, 31 Desember 2014 

jam 14.00 wib: 

“Metode yang digunakan yaitu memilah tujuan dari pemeriksaan itu 

sendiri, pemeriksaan yang dilakukan itu bertujuan sebagai pelayanan dan 

pemeriksaan khusus. Pemeriksaan pelayanan/ pemeriksaan rutin 

dilakukan berdasarkan permintaan oleh WP, biasanya karena SPT lebih 

bayar sehingga WP meminta restitusi, nah itu akan kita periksa lebih dulu 

apakah memang benar membayar lebih atau tidak. Pemeriksaan 

selanjutnya yaitu pemeriksaan khusus. Pemeriksaan khusus ini dilakukan 

karena adanya analisis resiko yang dibuat oleh AR yang mengawasi 

masing-masing WP. AR akan melaporkan jika ada WP yang mungkin 

melakukan penyelewengan pajak. Kita akan melakukan scooring dari 

data yang diberikan oleh AR menggunakan software, dari situ bisa dilihat 

resiko atas pajaknya. Pemeriksaan khusus juga dilakukan apabila ada 

usulan langsung dari Pimpinan DJP. Setelah pemilahan ini baru kita 

mengevaluasi dan membuat SP2 serta membentuk tim Pemeriksa Pajak. 

Semua itu ada di PMK No. 17 Tahun 2013 dan dirinci pada SE No.28 

Tahun 2013 ” 

  

 Hasil wawancara tersebut, peneliti membandingkan dengan kebijakan 

dalam pemeriksaan yang dilakukan dengan SE No. 28/PJ/2013 yang dikeluarkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak. Metode audit yang digunakan sesuai dengan 

kebijakan yang ada pada Surat Edaran. Surat Edaran tersebut memuat metode 

sesuai dengan tujuan dari pemeriksaan tersebut, yaitu pemeriksaan yang bertujuan 

untuk tertib administrasi yang dilakukan dengan pemeriksaan rutin, dan tujuan 

untuk meningkatkan ACR (audit coverage risk) melalui pemeriksaan khusus.  

Dapat disimpulkan bahwa metode audit yang digunakan oleh KPP “X” dalam 

pemeriksaan pajak sesuai dengan kebijakan pemeriksaan berdasarkan SE No. 

28/PJ/2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

 Selanjutnya mengenai prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh 

KPP “X” juga berhasil kami dapatkan dan kami klarifikasi dari kegiatan 

wawancara. Dalam wawancara ini peneliti ingin mengklarifikasi apakah prosedur 
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pemeriksaan pajak berpedoman pada PMK No. 17 Tahun 2013, menurut 

Narasumber A, prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh bagian 

Pemeriksaan pajak adalah,  

“Prosedur pemeriksaan pajak sudah tertulis dengan jelas dalam PMK No. 

17 Tahun 2013. Tata cara yang dilakukan oleh pemeriksa berpedoman 

pada PMK tersebut. Prosedur pemeriksaan pajak mulai dari penerbitan 

SP2 hingga penerbitan SKP” 

 

Menurut Narasumber B, pada wawancara hari Rabu, 31 Desember 2014 

jam 14.00 wib: 

 

“Iya, dalam prosedur pemeriksaan kami berpedoman sama dengan PMK 

no. 17 tahun 2013 yang merupakan kententuan tata cara pemeriksaan 

yang baku .” 

 

Menurut Narasumber B yang mengeluarkan SP2 adalah “Yang 

menerbitkan itu bagian Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, dan juga 

akan membentuk tim pemeriksa yang akan bertugas.” 

 

Sebelum melakukan pemeriksaan pajak, pasti aka nada permulaan 

kegiatan yang dilakukan. menurut Narasumber B, petugas pemeriksa melakukan 

kegiatan permulaan yaitu: 

“Petugas pemeriksa akan melakukan persiapan, persiapan itu meliputi 

pengenalan terhadap Wajib Pajak yaitu verifikasi alamat WP, pekerjaan 

WP, bisa juga kegiatan usaha WP, dan rekanannya. Petuga harus paham 

dulu sebagai bekal ketika melakukan pemeriksaan.” 

 

Hasil dari wawancara yang telah dilakukan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa prosedur pemeriksaan pajak yang digunakan oleh KPP “X” dalam 

melakukan pemeriksaan pajak menggunakan pedoman berdasarkan Peraturan 

Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2013  yang memuat 

tentang Tata Cara Pemeriksaan. Pemeriksaan pajak yang dilakukan berdasar atas 

Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang dikeluarkan oleh KPP yang didasarkan 
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atas analisa resiko yang informasinya dapat diterima dari tiap Account 

Representative (AR) masing-masing Wajib Pajak. Pemeriksaan yang dilakukan 

juga bisa berdasarkan Informasi Data Laporan Pengaduan (IDLP), pengaduan ini 

didapat dari informasi masyarakat yang menemukan temuan atas indikasi 

penghindaran pajak.  

 Menurut PMK Nomor 17 Tahun 2013, Tata Cara Pemeriksaan yang 

dilakukan oleh KPP “X” adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal akan menerbitkan Surat 

Perintah Pemeriksaan (SP2) sebagai dasar dilakukannya pemeriksaan 

kepada Wajib Pajak. Didalamnya juga terdapat tim pemeriksa pajak 

yang telah dibentuk. 

2. Petugas pajak  yang telah ditunjuk akan melakukan persiapan dengan 

pengamatan/ observasi dahulu kepada Wajib Pajak yang akan 

diperiksa. Seperti pengenalan WP, pekerjaan atau jenis kegiatan 

usahanya, dan sebagainya. 

3. Petugas yang akan melakukan pemeriksaan datang ke Wajib untuk 

menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPLP). 

Petugas harus memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan 

SP2 kepada Wajib Pajak waktu melakukan pemeriksaan. 

4. Dalam pertemuan ini, petugas memberikan penjelasan mengenai: 

 a. Alasan dan tujuan pemeriksaan, 

 b. Hak dan kewajiban Wajib Pajak selama dan setelah Pemeriksaan, 
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c.Hak Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk dilakukan 

pembahasan dengan Tim Quality Assurance Pemeriksaan ketika 

terdapat hasil Pemeriksaan yang belum disepakati antara Pemeriksa 

Pajak dengan Wajib Pajak pada saat pembahasan akhir hasil 

pemeriksaan. 

d. Kewajiban dari Wajib Pajak untuk memenuhi permintaan buku, 

catatan, dan/atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau 

pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak. 

5. Jika Wajib pajak menolak untuk diperiksa, maka petugas akan 

membuat Surat Penyataan Penolakan Pemeriksaan. 

6. Petugas akan membuat laporan berita acara dari hasil pertemuan 

tersebut. Ketika Wajib Pajak menolak untuk diperiksa juga akan 

dibuatkan laporan berita acara penolakan pemeriksaan dan akan 

dusulkan untuk Pemeriksaan Bukti Permulaan. 

7. Petugas mempunyai hak untuk meminjam buku, catatan, dan/atau 

dokumen  lain yang berhubungan dengan pemeriksaan. Mengakses 

dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik. Petugas 

akan membuat surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan/atau 

dokumen. Wajib Pajak akan menandatangani surat pernyataan 

keaslian dokumen dan/atau data yang diberikan.  

8. Apabila dalam proses pemeriksaan Wajib Pajak bermaksud untuk 

menghalangi/ menolak petugas, maka akan dibuatkan berita acara 

menolak membantu kelancaran pemeriksaan. 
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9. Petugas berhak melakukan penyegelan dengan meneri tanda segel atas 

tempat yang diduga dan patut diduga digunakan untuk menyimpan 

barang bergerak dan/atau tidak bergerak, butki dokumen, dan/ atau 

data pendukung pemeriksaan lainnya yang dapat member petunjuk 

tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas Wajib Pajak selama 

proses pemeriksaan. Penyegelan ini dilakukan agar Wajib Pajak tidak 

memindahkan bukti dokumen, dan/atau data pendukung pemeriksaan 

lainnya yang dikhawatirkan akan dihilangkan. 

10. Tindakan penyegelan akan dibuatkan Berita Acara Penyegelan yang 

dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak dengan disaksikan 

oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang telah dewasa selain anggota 

tim pemeriksa pajak. 

11. Penyegelan dapat dibuka dengan membuat berita acara pembukaan 

segel. Pembukaan segel dilakukan apabila Wajib Pajak telah member 

izin untuk membuka dan memasuki ruangan, benda bergerak atau 

tidak bergerak yang disegel, dan atau telah memberi bantuan guna 

kelancaran pemeriksaan. 

12. Jangka waktu pemeriksaan untuk pengujian pemeriksaan lapangan 

dilakukan paling lama 6 (enam) bulan, yang dihitung sejak SPLP 

disampaikan kepada Wajib Pajak samapi dengan SPHP disampaikan 

kepada Wajib Pajak. Jangka waktu untuk pengujian pemeriksaan 

kantor dilakukan paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak 

tanggal Wajib Pajak datang memenuhi Surat Panggilan dalam 
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ragkan pemeriksaan kantor sampai dengan SPHP disampaikan kepaa 

Wajib Pajak.  

13. Selama pemeriksaan petugas akan mencari bukti pendukung yang 

kuat untuk mendukung indikasi atas pemeriksaan tersebut. Petugas 

juga berhak meminta kepada Wajib Pajak untuk dimintai keterangan 

lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak, dan meminta keterangan 

dam/atau bukti yang diperlukan kepada piahk ketiga yang 

mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa melalui 

kepala unit pelaksana pemeriksaan. 

14. Pemeriksaan lapangan ataupun kantor diselesaikan dengan cara: 

a. Menghentikan pemeriksaan dengan membuat Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Sumir.  

b. Membuat LHP, sebagai dasar peneribitan Surat ketetapan Pajak 

(SKP) dan/ atau Surat Tagihan Pajak (STP) sesuai dengan 

Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. 

15. Setelah pemeriksaan telah selesai dilakukan, petugas mengembalikan 

buku, catatan, dan/atau dokumen yang dipinjam dengan bukti 

peminjaman dan pengembalian. 

16. Petugas memberitahukan hasil pemeriksaan dengan Surat 

Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) kepada Wajib Pajak 

beserta SKP dan/atau STP. 

Hasil dari wawancara yang dilakukan dapat ditarik sebuah kesimpulan 

bahwa metode audit dan prosedur pemeriksaan dalam pemeriksaan pajak 



74 
 

 
 

dilakukan berdasarkan pedoman PMK N0. 17 Tahun 2013 dan SE No. 28 Tahun 

2013. Dilihat dari hasil wawancara yang sudah dilakukan dan membandingkan 

dengan tata cara dan kebijakan pemeriksaan, prosedur yang digunakan oleh KPP 

“X” adalah sesuai dengan PMK No. 17 tahun 2013 dan SE No. 28 Tahun 2013. 

Mulai dari audit Wajib Pajak yang akan diperiksa, lalu penerbitan SP2 serta 

prosedur pemeriksaan pajaknya, hingga penerbitan SKP (Surat Ketetapan Pajak) 

yang dilakukan oleh bagian Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal KPP “X”. 

Metode audit dalam pemeriksaan pajak dikaitkan dengan grand teori audit yang 

ada mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk memeriksa laporan keuangan yang 

dilakukan oleh pihak independen dengan mengumpulkan bukti pendukung lain 

serta catatan pembukuan untuk memeriksa apakah laporan tersebut wajar dan 

sesuai dengan peraturan yang berlaku umum. Menurut grand teori audit yang 

sudah dijelaskan pada Bab II, jenis pemeriksaan khusus yang dilakukan dalam 

pemeriksaan pajak ini termasuk jenis audit yaitu Pemeriksaan Khusus (Special 

Audit), yaitu pemeriksaan yang dilakukan sesuai permintaan auditee yang secara 

terbatas, hanya memeriksa pos-pos atau bagian tertentu yang dianggap terdapat 

kecurangan. 

 Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan terdapat faktor-faktor yang 

mendukung proses pemeriksaan, tetapi tidak jarang juga terdapat faktor 

penghambat sehingga pemeriksaan yang dilakukan mengalami hambatan. Dari 

hasil wawancara dengan petugas Pemeriksa Pajak Muda, diketahui faktor-faktor 

pendukung proses pemeriksaan adalah sebagai berikut: 
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1. Adanya kerjasama yang baik oleh Wajib Pajak pada saat proses 

pemeriksaan. Wajib Pajak tersebut membantu kelancaran pemeriksaan 

dengan memberikan dokumen dan/atau catatan lainnya untuk 

diperiksa. 

2. Selain data internal yang dimiliki, Wajib Pajak juga memberikan akses 

untuk memeriksa data eksternal, misalkan data perbankan dan lainnya 

yang dilakukan secara online. Hal ini akan memudahkan petugas 

untuk segera menyelesaikan pemeriksaan 

3. Faktor pendukung lainnya yaitu adanya kerjasama yang baik dari 

pihak ketiga. Informasi data tambahan dari pihak ketiga memang 

diperlukan untuk cross check apabila Wajib Pajak dalam melakukan 

usahanya bekerjasama dengan pihak lain atau memiliki hubungan 

khusus. 

Selain faktor pendukung, ada pula faktor-faktor yang menghambat proses 

pemeriksaan. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah: 

1. Kendala yang utama yaitu terbatasnya jumlah personel petugas 

Pemeriksa Pajak. Dengan jumlah petugas yang ada saat ini hanya 

5.000 pemeriksa, sedangkan jumlah WP diatas angka 10 juta. Tentu 

hal ini menjadi hambatan sehingga kurang optimalnya pemeriksaan 

yang dilakukan. 

2. Hambatan juga datang dari Wajib Pajak yang tidak dapat bekerjasama 

dengan baik. Wajib Pajak menolak untuk dilakukannya pemeriksaan, 
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sehingga pemeriksaan harus dihentikan tetapi diusulkan untuk 

pemeriksaan bukti permulaan. 

3. Hambatan selanjutnya yaitu tidak semua Wajib Pajak melakukan 

transaksi melalui perbankan, hal ini untuk menutupi jejak mereka 

apabila mereka memang ingin melakukan pelanggaran terhadap pajak. 

Data perbankan yang kurang ini juga menghambat proses pemeriksaan 

karena kurangnya data dan informasi dari Wajib Pajak. 

4. Pemerintah Daerah kurang terbuka terhadap informasi Wajib Pajak 

karena mereka menganggap tidak ada kontribusi langsung yang 

diberikan oleh KPP. 

 Pemeriksaan khusus yang dilakukan oleh KPP “X” ini bertujuan untuk 

melakukan penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang berusaha untuk 

menggelapkan pajak dengan cara ilegal (melanggar hukum). Wajib Pajak tidak 

melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar dan patuh, hal ini akan 

merugikan negara, karena pajak adalah penerimaan negara yang digunakan untuk 

membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Pajak yang dibayarkan pada 

akhirnya digunakan untuk pembangunan negara untuk lebih mensejahterakan 

masyarakatnya. 

 Sesuai dengan paparan kajian perspektif Islam yang telah dibahas di Bab 

II, Islam tidak mewajibkan ummat muslim untuk berkewajiban atas hartanya 

selain zakat, namun jika ada kondisi yang menuntut adanya keperluan tambahan 

(darurat) yang menimbulkan kebaikan untuk keberlangsungan kehidupan umat, 

maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (dharibah). Pemungutan 
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pajak dengan sistem self assessment ini berdampak adanya pemeriksaan pajak 

dalam rangka mengawasi kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban 

perpajakannya. Adanya self assessment system ini, Wajib Pajak diharpkan dapat 

berperan aktif dalam menghitung, melapor, dan meyetorkan pajaknya dengan 

benar. Namun masih ada saja Wajib Pajak yang tidak melaporkan pajaknya 

dengan benar dan sesuai. Dalam Islam, sendiri Allah mewajibkan untuk 

menyempurnakan  takaran, tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Perintah Allah 

ini terdapat dalam Al-Quran surat Asy-Syu’ara ayat 181-184, yang artinya 

“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain. 

Dan timbanglah dengan timbangan yag benar. Dan janganlah kamu 

merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah kamu 

membuat kerusakan di bumi. Dan bertawakalah kepada Allah yang telah 

menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu.” 

 

Dalam membayar pajak seharusnya Wajib Pajak mengeluarkan pajaknya sesuai 

dengan kewajiban yang harus dikeluarkan. Jika Wajib Pajak tidak melaporkan 

pajaknya dengan benar maka pihak pajak boleh melakukan pemeriksaan terhadap 

Wajib Pajak. 

 

4.2.2 Perhitungan Tingkat Efektivitas Dari Kegiatan Pemeriksaan Terhadap 

Penerimaan Pajak 

 

 Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk melihat  

nilai efektivitas dari kegiatan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP “X” 

dengan cara menghitung tingkat efektivitas dengan menggunakan rumus 

efektivitas yaitu:  
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EFEKTIFITAS = 
REALISASI 

TARGET  + n
 X 100% 

 

Analisis data yang dilakukan pertama adalah menghitung efektivitas 

pelaksanaan pemeriksaan dari segi pemeriksaan yang didasarkan pada 

penyelesaian SP2 atas Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus terhadap target 

SP2 Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus yang dilakukan setiap tahunnya 

dengan perhitungan sebagai berikut dengan rumus efektivitas: 

 

EFEKTIFITAS = 
REALISASI PEMERIKSAAN

TARGET PEMERIKSAAN + n
 X 100% 

 

Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP “X” 

memberikan hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.12 

Hasil Perhitungan Efektivitas Pemeriksaan Pajak 

KPP “X” 

Tahun Pajak Perhitungan Hasil 

2009 12

12  
 X 100% 

100% 

2010 7

7  
 X 100% 

100% 

2011 7

7  
 X 100% 

100% 

2012 19

19  
 X 100% 

100% 

2013 83

83  
 X 100% 

100% 
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 Hasil perhitungan efektivitas diatas, diketahui bahwa metode audit yang 

digunakan oleh KPP “X” dalam pemeriksaan pajak dapat memberikan efektivitas 

pelaksanaan pemeriksaan dari segi pemeriksaan yang didasarkan pada 

penyelesaian SP2 atas Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus terhadap target 

SP2 Wajib Pajak dengan pemeriksaan khusus yang dilakukan pada tahun pajak 

2009 – 2013. Hasil tersebut menunjukkan nilai efektivitas 100%, maka tingkat 

efektivitas penyelesaian pemeriksaan masuk dalam kriteria Efektif. Nilai 

efektivitas 100% ini dicapai karena KPP “X” dalam melaksanakan pemeriksaan 

khusus dapat diselesaikan dengan baik, sehingga tidak terjadi penumpukan SP2.  

 Analisis data yang kedua, yaitu menghitung efektivitas dari segi 

penerimaan pajak atas penerimaan pajak hasil pemeriksaan khusus terhadap 

jumlah penerimaan pajak oleh KPP setiap tahunnya dengan perhitungan 

menggunakan rumus sebagai berikut:  

 

 

EFEKTIFITAS = 
REALISASI PENERIMAAN PAJAK

REALISASI PENERIMAAN PAJAK + n
 x 100% 

 

Perhitungan efektivitas pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh KPP “X” 

memberikan hasil sebagai berikut: 
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Tabel 4.13 

Hasil Perhitungan Efektivitas Penerimaan Pajak dari Pemeriksaan Khusus 

KPP “X” 

Tahun Pajak Perhitungan Hasil 

2009 
230.271.744

162.307.861.675 
 X 100% 0.001% 

 

2010 

331.790.778

235.128.105.652
 X 100% 

 
0.001% 

2011 

746.763.135

242.462.206.895  
 X 100% 

 

0.003% 

2012 

1.153.615.651

282.734.136.878
 X 100% 

 

0.004% 

2013 
976.085.572

293.009.805.902
 X 100% 0.003% 

 Hasil perhitungan diatas, menunjukkan bahwa penerimaan pajak atas 

penerimaan pajak hasil pemeriksaan khusus terhadap jumlah penerimaan pajak 

oleh KPP pada tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut: 

 1. Pada tahun pajak 2009, menunjukkan nilai efektivitas sebesar 0.001%, 

maka masuk dalam kriteria tidak efektif. 

2. Pada tahun pajak 2010, menunjukkan nilai efektivitas sebesar 0.001%, 

maka masuk dalam kriteria tidak efektif.  

3. Pada tahun pajak 2011, menunjukkan nilai efektivitas sebesar 0.003%, 

maka masuk dalam kriteria tidak efektif. 

4. Pada tahun pajak 2012, menunjukkan nilai efektivitas sebesar 0.004%, 

maka masuk dalam kriteria tidak efektif. 

5. Pada tahun pajak 2013, menunjukkan nilai efektivitas sebesar 0.003%, 

maka masuk dalam kriteria tidak efektif. 
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Dari penjabaran diatas diketahui bahwa penerimaan pajak dari 

dilakukannya pemeriksaan khusus terhadap realisasi penerimaan pajak yang 

diperoleh KPP “X” adalah tidak efektif. Tidak efektif ini karena untuk 

menghitung realisasi penerimaan pajak KPP tidak hanya berdasarkan penerimaan 

yang disetorkan oleh Bagian Pemeriksaan. Penerimaan pajak juga di bebankan 

kepada bagian-bagian lainnya seperti Bagian Penagihan. Jadi dalam penilaian 

penerimaan pajak tersebut kita tidak hanya bisa menggunakan dasar berapa rupiah 

yang dihasilkan oleh bagian Pemeriksaan pajak saja. Jadi bagian Pemeriksaan 

memang kurang efektif dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak 

KPP karena Bagian Pemeriksaan hanya bagian, bukan sumber langsung 

penerimaan pajak. Mulai tahun 2014 ini, Bagian Pemeriksaan tidak ditargetkan 

untuk mendapatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan, karena memang 

dirasa kurang adil jika target itu dibebankan sedangkan bagian Pemeriksaan juga 

memiliki ketrebatasan seperti jumlah personel petugas pemeriksa, jangka waktu 

yang terbatas dari tanggal penetapan SKP dan/atau STP tersebut apabila sudah 

jatuh tempo dan Wajib Pajak belum melakukan pembayaran pajaknya, maka 

berkas tersebut akan dilimpahkan pada Bagian Penagihan. Sehingga penerimaan 

pajak yang didapat dari pemeriksaan tersebut akan menjadi penerimaan pajak 

Bagian Penagihan, bukan lagi penerimaan Bagian Pemeriksaan. 

Kembali lagi pada tujuan utama dari pemeriksaan semata-mata bukan 

untuk penerimaan pajak, tetapi sebagai pelayanan terhadap publik dan untuk 

menegakkan hukum (law enforcement) yang akibat dari adanya pemeriksaan 

terhadap sejumlah Wajib pajak tersebut dapat memberikan efek terhadap Wajib 
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Pajak lainnya untuk melakukan kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat 

tanpa menunggu untuk di periksa. Sehingga setelah ada efek untuk Wajib Pajak 

lainnya, diharapkan penerimaan pajak di masa mendatang akan meningkat sesuai 

dengan kesadaran masyarakat untuk melapor dan membayar pajak. 

 

   


